
WAUKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 41 TAHON 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 49 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKA.N, SUSUNAN ORGANISASI, RlNCIAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Sadan Penge lolaan 

Keuangan dan Aset Daerah maka Peraruran Walikota 

Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Rincian Togas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah 

dipandang sudah Lidak scsuai sehingga perlu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 49 tentang Kcdudukan, 

Susunan Organisasi, Rincian Togas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Badan Pengclolaan Keuangan dan Asel 

Daerah ; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pcmbentukan Pcraturan Perundang-undangan ; 

2. Uodang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

3. Uodaog-Undaog Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor· 9 

Tahun 2015; 

4 . Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 

Perangkat Daerah ; 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pcm binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan. Daerah ; 
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6 . Perall.tran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 l 5 

tcntang Pembentukan Produk HL1kum Dac>rah ; 

7. Peraturan Daerah Kata Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

ten tang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Dacrah ; 

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tenLang Pcdoman Pembent1.Lkan Prociuk Hukum Daerah , 

9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susun,~n Organisasi, Rincian Tugas 

dan F'ungsi, serta Tata Kerja Badan Pengclolaan Keuangan 
dan Aset Daerah ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATVRAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 49 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketcnruan daJam Pe raturan Wal.ikota Madjun 

Nomor 49 Tahuti 20Jb [cniang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan fi'ungsi, sen.a Tata Kerja 

Badan Pengclolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bent.a 

Daerah Kota Madiun Tahun 20 16 Nomor 49/G), diubah 

sebagai berikut : 

I . Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan I (saLU) 

buruf yakni a 1, huruf e diubah, huruf k dan huruf I 

ayat (21 Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara 

keseluruhan berbunyi sebaga1 berikuL : 

Pasal4 

( l) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam 

PasaJ 3 ayat (I) huruf o mempunyai tugas memimpin, 

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 

otonomi daerah di bidang pengdolaan keuangan dan 

aset daerah sesuai dengan ketentuan peraluran 

pcrundang-undangan. 
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(2) Unruk mclak$8.nakan tugas scbagaimana dimaksud 

padli a_yal (l) Kepala Bae.Ian mempunyai fungsi 

a. pcnyusunan rumusan kebijakan leknis 

pcngclolaan keuangan dan barang milik daerab 

sesuai peraturan pen.mdang-undangan dan 

kebijakan )Wlg telaJ, dttetapkan Wa!Lkot.u; 

a 1. penyclenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan 11mum di bidang pcngelolaan keuangan 

clan aset. daerah; 

b. pdaksanaan perumusan kcbijakan operas,onal 

pengelolaan keuangan daerah scbagai pedoman 

pelaksanaan APBD, 

c. pelaksanaan pcnyusunan rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD ; 

d. pelaksanaan penyusuna.n laporan keuangan 

daerah dalam rangka penanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

e. pelaksanf.ltll1 pe11gcsuh.m DPA·SKPD dan DPPA· 

SKPD selaku PPKD; 

f. pdaksan<1.an penyusunan anggaran kas; 

g. pelaksanawi penetapan SPD selaku BUD; 

h pclaksanatm pcncrbitan Surat PerinLah Pencairan 

Dana (SP2D) ; 

t. penyaji informasi keuangan daera.h ; 

J. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangHn daerah, 

k. 

I. 

pe-laksanaan penempatan kas dacrah, 

pcngelolaan, dan pcnatausahaan mvesi.asi 

daerah; 

peny,ap~n keputusan Wcilikota tentang 

penunjukan pcjabal pengelola kcuangan dan 

pejabal penatausah~1an barang milik daerah 

sesuai dengan ketenruan peraturan perundang­

undangan, 

m. pclaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; 
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n . pelaksa.naan s islem dan prosedur pengelolaa.n 

keuangan dan barang milik dacrab ; 

o. pelaksanaan pemberian pertimbangan 

persetuJuan dalam penyusunan rcncana 

kcbutuhan dan rencana kcburuhan 

pemelihara.aa/ perawatan barang m1lik daerah 

kepada pengelola barang ; 

p. pelaksaaaan pcmberian pcrtimbangan kepada 

pcngelola barang at.as pengajuan usu! 

pemanfaatan dan pemmdahtanganan barang milik 

dacrah yang memerlukan persetujuan Walikota ; 

q. pelaksanaan pembcrian pertimbaagan kepada 

pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan 

pcnggunaan, pcmanfaa1a1,, pemusnahan dan 

pengbapusan barang milik dacrah serta 

pcmindahLanganan barang milik claerah yang 

telah disen,jui Walikota ; 

r. pelaksanaan koorthnas1 kepada peugelola barang 

te1·kait inventarisasi barang mil.Uc daerah : 

s. pelaksaaaan pencatatan, pengamanan dan 

pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang telah diserahkan dnrl 

pengguna barang yang tidak digunakan unruk 

kepcntingan pcnyelenggaraan tugas dan fungsi 

SKPD dan sedang lidak dimanfaalkan pihak lain 

kepada Walikola melaluj pcngelola barang, serta 

barang milik daerah yang berada pada pcogelbla 

be.rang; 

l, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas 

pengelolaan barang milik c.lacrah , 

u. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik 

dacrah; dan 

v. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan Wa1ikota :;csuai tlengan bidang 

tugasnya. 
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2. Ketentuan hurur b diubah dan d1antara h\.1rur r dan 

hurur g ayaL (21 Pt,sal 5 disisipkan 1 (salu) huruf yaknl 

hurur fl, sehingga Pasal 5 secara keselun.1han berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 5 

( I) Sekrel.ariat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayal (1) huruf b mempunya1 Lugas 

melaksanakan kebijakan pelayanan administras1 

kepada st>muu uns1.1r di lmgkungan BadlUl md1pul1 

perencanaan, pengelolaan administrasi 1.1mum, rumah 

tangga, kcpcgawaian dari admioi~trasi keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayal (1) Sckn:tarial m.empunyai fungsi · 

a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan 

b. 

perencanaan program kcrja dan evaluasi 

pelaksanaan Lugas-tugas pada Sekretari!'l,L : 

pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

kegiatan, pelayanan adminh,LraLif dan 

penyclcngg.a.raan tugas-tugas Bidang secara 

cerpadu; 

c. pengelolaan admirus1ra:s1 umum, rumnh langga, 

dan pcrlengkapan; 

d. pengelolaan urusan kchumasan dan keprotokolan 

cli lingkungan Ba.dan ; 

e. pengclolaan administ.rasi dan pembinaan 

kepegawaian di lingkungan Sadan ; 

I. pelaksanaan administrasi kcuangan dan 

pembayaran gaji pegawai di Lingkungan Badan ; 

fl pclaksa1wan perencanaan, pengadaan, 

pemeliharaan sarana dan prasarana ; dan 

g. pelaksanaan rugas lain yar,g bersifat kedmasan 

yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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3. Ketcnruan hun.1r e ayal (I) diubah dan diantara huruf e 

dan huruf f aynl (l) Pasal 7 d1s1s1pkan 1 (!il.l.lUJ huruJ 

yakni huntf e L, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan 

berbuny1 sebagai berikut : 

Pasal7 

(1) Sub Bagian Umum dan Keua11gan sebagaimana 

dimaksud da.lam Pasal 6 ay,'lt ( 1) huruf a mempunyru 

tugas: 

a. melakukan penyusunan perencana.in program 

kerja dain cvaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada 

Sub Ba.gian Umum dan Keuangan; 

b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata 

kearsipan ; 

c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan 

Kan1or; 

cl. melakukan urusan kehumasan, protokoler, 

upacam dan rapat dinas 

e. melakukan urusan pengendalian tata usaha 

pengadaan, P<'nyimpanan, pcndistribusian, 

pengadministrasian dan perawatan barang-barang 

invenLari.s Badar1 scsuaj keLCntuan yang berlaku · 

el. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

mclak:sanakan/mengadakan, dan memelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan Badan ; 

r. n1elaksanakan penatciusahai:llt keuangan dan 

pertanggu:ngjawaban keuangan ; 

g. melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji 

Pegawai; 

h. mcngoordinasikan dan menghimpun bahan­

bahan untuk keperluan penyusunan dokumen 

yang memuat pendapatan, bclanja clan 

pembiayaan 

pelaksanaan 

yang digunakan sebagai dasar 

anggaran oleh pcngguna anggaran 

dan perubahannya di lingkungan Badan ; dan 

1. mclakukan Lugas lain yang bcrsifat kcdinasan 

yang diberikan nlch Sekretaris. 
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(2) Sub Bagian Pe-rencanaan dan Kcpegawaian 
st:bagaunana dima ksud dalam Pasal 6 ayat Ill huruf b 
mempunyai tugas : 
a . me:lakukan. penyusi..man perencanaan program 

kerJa dan cvaluasi pelaksanaan tugas- tugas pada 
Sub Bagian Perencanaa.n dan Kepegawaian : 

b. melakukan penyusunan percncanaan program, 
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sadan ; 

c. mcngoordinasikan dan mcnghimpun bahan­
bahan uncuk keperluan penyusunan dokumen 

perenca.naan dan pen~anggaran vang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan perangkat daerah scrta rcncana 
pcmbiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan 
perubahannva di lingkungan Badan : 

d. menyusun, mcngolah dan memelihara dara 

adm.inistrasi kepegawaian serta data kegiatan 
yang berbubungan dengan kcpegawaian di 
lingkungan Sadan ; 

e. mclakukan rugas lain yang bcrs1Fa1 kedinasan 
yang diberikan o.leh Sekretaris. 

<I. Kerenruan ayat ( ll diubab. buruf b ayat (2) diubab 
dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 14 
dis1s1pkan I (satu) huruf yakni ft sehingga Pasal 14 
secara keseluruhan bcrbunyi scbagai berikut : 

Pasal 14 

(1) Bidang Akuntansi dan Asct sebagaimana dimaksud 
dala.m Pasal 2 ayat ( I ) hurur c angka 5 mempunyai 
Lugas m elaksanakan pencata:tan dan pclaporan atas 
penerimaan dan pengeluara.n keuangan clacrah serta 
melaksanakan pcngclolaan adminisu-a.s1 aset dacrah. 

(2) UnLuk melaksa1,akan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai 

fungsi : 
a. perumusan kebijakan 1cknis, pcnyusu nan 

pcrencanaan program dan cvaluasi pelaksanaan 
tugas- tugas pada Bidang Akuni:ansi dan Aset; 

b. pelaksanaan pcngelolaan akuntansi keuangan 
daerah yang mcliputi pencatatan, peng1khtisaran 
dan pelaporan keuangan daerah ; 

c. penyusunan petunjuk tcknis sistcm dan prosedur 

pengclolaan keuangan daerah ; 
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d. penyusunan petunjuk teknis sistcm akunt.ansi 
keuangan den aset duerah · 

e. pemberian bimbingan tekn1s pengelolaan 
keuangan daerah dan asel daera.h ; 

r. perurnusan dalam pelaksanaan admm1stras.i asct, 
penghapusan dan pen_vimpanan aset daerah : 

fl. pclaksanaan penetapan Surat Kelctapun Retribusi 
Daerab (SKRD) pemanfaalan barang daerab ; 

g. pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli 
kepemilikan kekayaan daerah; dan 

h . pelaksanaan tugas-tugas lain vang bcrsifa1 
kedmasan yang diberikan oleh Kcpala Sadan. 

5. Ketcntuan huruf J dihapus ayat (J), huruf b dan huruf d 
ayat (2) diubah, dan diantara huruf d dan huruf e ayat (2) 
PasaJ 17 d1s1s1pkan 1 {satu) huruf vakn1 huruf d I 
sehingga PasaJ 17 secara kescluruhan ber bunyi sebagai 
berikul: 

Pasal 17 

( I ) Sub Bidang Peoatausahaao Asel sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mcmpunyai 
Lugas: 
a. melakukan penvusunan percncanaan program 

kerja dan evaluas, pelaksanaan tugas-tugas pada 
Sub Bidang Penatausahaan Aset; 

b. mclakukan perumusan kebijakan administrasi 
inventansasi barang milik daera.h ; 

c. melakukan penyusunan s1stcm dan proscdur 
pengelolaan barang milik daerah ; 

d . melakukan pcngumpulan, analisa, dan 
penyusunan laporan mventarisasi bara.ng rnilik 
dacrab; 

c. melakukan penghimpum.1.11, pt"n!.'Jilian dan 
pembuatan laporan rekapitulasi barang daerah 
yang berada dalam penggunaan perangkal 
daerah; 

f. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal 
pada masing-masmg perangkat daerah deugan 
pencatatan aset tetap pada masing-masing 
perangkat daerab ; 

g. melakukan pengumpulan. analisa.. dan pelaporan 
mutasi barang mili.k dacrah secara periodik 
seba.gai dasar pcnyesuaian pencatatan pelapora.n 
keuangan daerah ; 
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h. melakukan perumusan kebijakan scna petunjuk 
pdaksanaan scn:;us barang rnil1k dacrah : 

i. melakuka.n penyimpanan dokumen asb 
kcpcmilikan barang milik daerah ; dan 

J. dihapus; 

k. melakukan tugas lain yang bcrs1fat kcdinasan 
yang dibcnkan olch Kepala Btdang Akunlans1 dan 
AscL 

(2) Sub Bidang Pendayagunaan 
dimaksud dalam Pasal 15 
mempunvai rugns. 

Asct 
ayat 

sebagaimana 
(l) huruf b 

a. melakukan pcnyusunan perencanaan p rogram 
kerja dan cvaluasi pelaksanaan Lugas-tugas pada 
Sub B1dang Pcndayagunaan Aset ; 

b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 
pemanfaatan pemeliharaan. pengamanan, 
pengendalian, pembinaan dan pengawasan barang 
milik daerah ; 

c. menyiapkan 
pemanfaatan 

dok:umen 
barang 

pcngaJuan usulan 
milik dacrah yang 

mcmerlukan pcrsetujuan Walikola; 
d. meneliti doh."Umen usulan penggunaan dan 

pemanfaat.an barang milik tlaerah dari pcngguna 
barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat 
penacausahaan barang milik daerah dalam 
penganrran pelaksanaan pcnggunaan da.n 
pemanfaatan barang milik daerah ; 

d J. mcJakukan pemunguLan retribusi pemakaian 
kekayaan daerah sesuai kewenangannya ; 

c. mcnvimpan dokumcn asli kepcmJlikan barang 
rnilik daera.h ; 

r. rnelakukan penyiapan baban pcrumusan 
kebijaka.n scrta pelunjuk pclaksanaan di bidang 
pcm.indahtanganan barang daerah ; 

g. mclakukan penghimpunan, penelilian dan 
pembualan laporan data. ha.rang daer-<lh yang 
dipersiapkan untuk dihapus, 

h. melakukan pemrosesan penghapusan dan 
pemindahtanganan barang daernh scsuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan; 

i. melakukan perumusan kebijakan sert.a petunjuk 
pelaksanaan sensus barang daerah , dan 

J. melakukan tugas la in yang bersifat kedinasan 
yang diberika.n oleh Kepala Bidang Akuntansi dan 
Aset. 
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PasalD 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, 

Peraturan Walikota 

memerintahkan 

101 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggaJ 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

.NIP. 19671213 199503 1 003 

BERJTA DAERAH KOTA MADfUN 

TAHUN2018NOMOR 41/G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggaJ 14 September 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hu.m. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
~ .... IAN HUKUM 
,~=....i·i 

'l---:::::;1 

0 SH 
Pembina 

NIP. 19750117 199602 1001 


